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Perihal : PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Tanggal Terbit : 31 Desember 2008

PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 80 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGHASI LAN BAG WAJI B PAJAK ORANG PRI BADI
DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang:

a.

bahwa dengan adanya perubahan terhadap Undang- Undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak

Penghasi | an sebagai mana tel ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nonor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keenpat atas Undang- Undang Normor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasi | an, perlu dil akukan penyesuai an terhadap ketentuan nmengenai pengenaan Pajak Penghasil an
bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bertol ak ke |uar negeri;

b. bahwa berdasar kan pertinbangan sebagai mana di maksud dal am huruf a dan untuk mel aksanakan
ket entuan Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang Nonmor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenpat atas
Undang- Undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan
Pereri nt ah tentang Paj ak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pri badi Dal am Negeri yang Bertol ak
ke Luar Negeri;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasilan (Lermbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 1983 Nonor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik | ndonesia Nomor 3263) sebagai mana
tel ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nonor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keenpat atas Undang- Undang Normor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasilan (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 2008 Nonor 133, Tanmbahan Lemnbaran Negara Republik | ndonesia Nonor
4893) ;

MEMUTUSKAN :
Menet apkan :

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PAJAK PENGHASI LAN BAG WAJI B PAJAK ORANG PRI BADI DALAM NEGERI
YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI.

(1)
(2)

Pasal 1

Waji b Pajak orang pribadi dal am negeri yang tidak nmemiliki Nonor Pokok Wajib Pajak dan telah
berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertol ak ke luar negeri wajib menbayar Paj ak Penghasi | an.
Termasuk Waji b Paj ak orang pribadi dal am negeri sebagai mana di naksud pada ayat (1) adal ah istri,
anggot a kel uarga sedarah dan kel uarga semenda dal am garis keturunan |urus serta anak angkat,
yang menj adi tanggungan sepenuhnya Waji b Pajak yang ber sangkut an.

Pasal 2

Besarnya Paj ak Penghasil an yang wajib di bayar ol eh Waji b Pajak orang pribadi dal am negeri sebagai nana
di maksud dal am Pasal 1 adal ah:
Rp2.500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri

a.

b.

dengan menggunakan pesawat udara; dan
Rp1. 000. 000, 00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke |luar negeri dengan
menggunakan angkut an | aut.

Pasal 3

Ket ent uan sebagai mana di maksud dal am Pasal 1 tidak berl aku terhadap:

a.

b.
C.

o

warga negara | ndonesia yang bertenpat tinggal tetap di luar negeri yang neniliki dokunen resni
sebagai penduduk negara tersebut;

jemmah haji yang penyel enggaraan i badahnya di | akukan ol eh instansi yang berwenang;

tenaga kerja | ndonesia yang bekerja di luar negeri dalam rangka Program Penenpatan Tenaga Kerj a

I ndonesi a dengan persetujuan instansi yang berwenang;

orang pribadi yang nel akukan perjal anan |intas batas w | ayah Republik I ndonesia nelalui darat;
penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organi sasi sosial
termasuk 1 (satu) orang pendanpi ng, dengan persetujuan instansi yang berwenang;

anggota m si kesenian, msi kebudayaan, msi keol ahragaan, atau misi keagamaan yang newakili
Penerintah Republik |Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan instansi yang berwenang;

nmahasi swa atau pel ajar yang tel ah berusia 21 (dua pul uh satu) tahun yang akan bel ajar di |uar negeri
dal am rangka programresm pertukaran mahasi swa atau pel aj ar yang di sel enggar akan penerintah

at au badan asing dengan persetujuan instansi yang berwenang;

mahasi swa dari negara asing yang berada di |ndonesia dal amrangka bel aj ar dengan rekonmendasi dari
perguruan tinggi tenpat nereka belajar dan tidak nenerina atau nenperol eh penghasilan dari

I ndonesi a;

tenaga kerja asing yang bekerja di Pulau Batam Pulau Bintan, dan Pul au Karimun, sepanjang Paj ak
Penghasi | annya tel ah di potong ol eh permberi kerja; atau

orang asing yang berada di Indonesia dan tidak nenerina atau nenperol eh penghasil an dari
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I ndonesi a yang nel aksanakan:

1. penelitian di bidang il mu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordi nasi |enbaga
penerintah terkait;
2. program kerj asama tekni k dengan nendapat persetujuan Sekretariat Negara; dan/atau
3. tugas sebagai anggota nmisi keagamman dan m si kemanusi aan di bawah koordi nasi instans
terkait

Pasal 4

Kewaj i ban nenmbayar Paj ak Penghasil an bagi orang pribadi yang bertol ak ke luar negeri tidak berlaku

ter hadap

a. orang asing yang tidak bertenpat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak |ebih dar
183 (seratus del apan pul uh tiga) hari dal amjangka waktu 12 (dua bel as) bul an

b. pej abat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan yang

di t et apkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota kel uarganya, dengan syarat bukan
warga negara | ndonesia dan tidak nenjal ankan usaha, kegi atan, atau pekerjaan |ain untuk
menper ol eh penghasilan dari | ndonesia; atau

c. pej abat perwakil an di plonati k dan konsul at atau pejabat |ain dari negara asing, termasuk anggota
kel uar ganya dan or ang-orang yang di perbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertenpat
tinggal bersama-sama nmereka, dengan syarat

1. bukan warga negara | ndonesia
2. tidak menerima atau nmenperol eh penghasilan di |uar jabatan atau pekerjaannya tersebut di
| ndonesi a; dan
3. negara ber sangkut an menberikan perlakuan sama sesuai asas perlakuan tinmbal balik.
Pasal 5
(1) Paj ak Penghasi | an yang di bayar Wajib Pajak orang pribadi sebagai mana di neksud dal am Pasal 1
mer upakan angsur an pembayaran Paj ak Penghasil an.
(2) Angsur an penbayaran Paj ak Penghasil an sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat dikreditkan

terhadap Paj ak Penghasil an yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setel ah Wajib Paj ak
tersebut nmemiliki Nonmor Pokok Wajib Paj ak
Pasal 6
Ketentuan | ebi h | anjut nengenai tata cara pel aksanaan Paj ak Penghasilan bagi Wjib Pajak orang pribadi yang
bertol ak ke luar negeri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Pasal 7
Pada saat Peraturan Penerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nonor 42 Tahun 2000 tentang
Penmbayar an Paj ak Penghasil an bagi Oang Pribadi yang Akan Bertol ak ke Luar Negeri sebagai nana tel ah
di ubah dengan Peraturan Penerintah Nonor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Penerintah
Normor 42 Tahun 2000 tentang Penbayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Akan Bertol ak ke Luar
Negeri, di cabut dan di nyatakan tidak berl aku
Pasal 8

Peraturan Pererintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 sanpai dengan tanggal 31 Desenber 2010

Agar setiap orang nenget ahuinya, nenerintahkan pengundangan Peraturan Penerintah ini dengan
penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republik | ndonesi a.

Di tet apkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 2008
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR. H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desenber 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

ANDI  MATTALATTA

LEVMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
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PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 80 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGHASI LAN BAG WAJI B PAJAK ORANG PRI BADI
DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Umum

Undang- Undang Nonor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenpat atas Undang- Undang Nonor 7

Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasilan dal am Pasal 25 ayat (8) nenerintahkan untuk nengatur |ebih

| anjut mengenai Paj ak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dal am negeri yang bertol ak ke | uar
negeri dal am Peraturan Pemeri ntah.

Peraturan Penerintah ini nmerupakan pengganti terhadap Peraturan Penerintah Nonor 42 Tahun 2000
tentang Penbayaran Paj ak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertol ak Kel uar Negeri sebagai mana
tel ah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nonor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan
Penerintah Nonmor 42 Tahun 2000 tentang Penbayaran Paj ak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan

Bertol ak Kel uar Negeri dan mengatur mengenai \Wajib Pajak orang pribadi dal am negeri yang tidak
mem | i ki Normor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertol ak ke |uar
negeri nmenmpunyai kewaj i ban menbayar Paj ak Penghasilan. Pengaturan ini di maksudkan agar setiap
orang pribadi dal am negeri menpunyai Nonor Pokok Wajib Paj ak dan mel aksanakan kewaji ban

per paj akan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bi dang perpaj akan, sehingga
dapat meni ngkatkan jum ah Wajib Paj ak (ekstensifikasi) secara berkesi nanbungan.

Penmbayar an Paj ak Penghasi | an sehubungan dengan keberangkatan ke | uar negeri tersebut merupakan
penbayar an pendahul uan Paj ak Penghasil an yang dapat di perhitungkan dengan Paj ak Penghasil an
yang terutang dal am Surat Penberitahuan Tahunan Paj ak Penghasil an.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jel as.
Ayat (2)
Yang di maksud dengan "tanggungan sepenuhnya" adal ah yang berdasar kan dokumen
pendukung dan hukum yang ber| aku.
Pasal 2
Cukup jel as.
Pasal 3
Huruf a
Dokurmen resm yang dapat dijadi kan atau di ber| akukan sebagai tanda pengenal resm
sebagai penduduk |uar negeri bagi warga negara |ndonesia yang bertenpat tinggal
tetap di luar negeri adal ah:
a. Green Card;
b. ldentity Card;
C. St udent Card;
d pengesahan al amat di |uar negeri pada paspor ol eh Kantor Perwakil an
Republ i k I ndonesia di |uar negeri; atau
e. surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik |ndonesia atau Kantor
Perwaki | an Republ ik | ndonesia di |uar negeri.
Huruf b
Yang di maksud dengan "instansi yang berwenang" adal ah kementerian yang
bertanggung j awab di bi dang keagamaan.
Huruf c
Yang di maksud dengan "instansi yang berwenang" adal ah kementerian yang
bertanggung j awab di bi dang ket enagakerj aan.
Huruf d
Cukup jel as.
Huruf e
Yang di maksud dengan "instansi yang berwenang" adal ah kenenterian yang
bertanggung j awab di bi dang kesehat an.
Huruf f
Yang di maksud dengan instansi yang berwenang adal ah kenenteri an yang
bertanggung j awab di bi dang keseni an, kementerian yang bertanggung jawab di
bi dang kebudayaan, kenenterian yang bertanggung Jawab di bi dang keol ahr agaan,
atau ke kenenterian yang bertanggung jawab di bi dang keagamaan.
Huruf g

Yang di maksud dengan "instansi yang berwenang" adal ah kementerian yang
bertanggung j awab di bi dang pendi di kan.
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